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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian Tentang

permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan,
namun belum berjalan secara optimal. Berdasarkan
analisis menggunakan empat variabel implementasi
kebijakan menurut George C. Edwards III, ditemukan
sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat
efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah telah
dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal.
Hambatan utama terdapat pada aspek komunikasi, sumber
daya, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Sosialisasi
kebijakan yang belum merata menyebabkan pemahaman
masyarakat terhadap pentingnya pelestarian hutan masih
rendah. Selain itu, keterbatasan jumlah personel
pengawas, minimnya anggaran, serta kurangnya sarana
dan prasarana pengawasan menghambat efektivitas

pelaksanaan kebijakan.
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Meskipun instansi terkait telah menunjukkan

komitmen dalam melakukan pengawasan dan pencegahan
perusakan hutan, koordinasi antarinstansi masih belum
berjalan maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan
Pasal 61 untuk meningkatkan peran masyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan belum
sepenuhnya tercapai, yang ditandai dengan masih
terjadinya pembukaan lahan ilegal, kebakaran hutan, dan
degradasi kawasan hutan.
. Ditinjau ~ dari ~ perspektif  Siyasah  Tanfidziyah,
implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013 di Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang
ideal. Siyasah Tanfidziyah sebagai cabang fiqih siyasah
yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintahan
secara efektif demi kemaslahatan rakyat menuntut tiga hal
pokok yang hingga saat ini belum terpenuhi secara
maksimal.

Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyah,
implementasi Pasal 61 belum sepenuhnya mencerminkan
prinsip amanah, tanggung jawab, kerja sama, dan
kemaslahatan. Meskipun para pelaksana kebijakan telah
berupaya menjalankan tugasnya dengan baik, lemahnya
koordinasi dan rendahnya partisipasi masyarakat

menunjukkan bahwa nilai-nilai pemerintahan Islam belum
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terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan
peningkatan = pengawasan,  penguatan  koordinasi
kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat agar tujuan
perlindungan dan pelestarian hutan dapat tercapai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah.

B. Saran
A. Implementasi Pasal 61 Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu bersama
pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu
meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pasal 61 UU No. 18
Tahun 2013 dengan memperkuat kapasitas kelembagaan
secara menyeluruh, terutama melalui penambahan jumlah
personel polisi kehutanan yang selama ini sangat tidak
sebanding dengan luasnya kawasan hutan yang harus
diawasi. Peningkatan anggaran operasional untuk kegiatan
patroli rutin, sosialisasi, serta pengadaan sarana dan
prasarana penunjang seperti kendaraan patroli dan peralatan
pemantauan juga perlu segera direalisasikan agar
pengawasan kawasan hutan dapat berjalan secara optimal.
Selain itu, perlu disusun mekanisme koordinasi yang jelas,

terstruktur, dan bersifat rutin antara KPHL Bukit Daun,
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Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah
kecamatan, dan pemerintah desa, disertai dengan petunjuk
teknis pelaksanaan yang dapat dijadikan acuan bersama
agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang
memperlambat penanganan kasus perusakan hutan di
lapangan. Di samping itu, sosialisasi mengenai isi dan
tujuan Pasal 61 perlu dilakukan secara lebih intensif dan
merata hingga ke tingkat desa, termasuk melalui
pendekatan langsung kepada masyarakat yang bergantung
pada hutan secara ekonomi, serta penyediaan program
pemberdayaan ekonomi alternatif agar masyarakat tidak
lagi terpaksa melakukan aktivitas yang merusak kawasan
hutan. Upaya-upaya ini penting agar tujuan kebijakan
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yakni
terjaganya kelestarian hutan demi kemaslahatan masyarakat
Bengkulu Tengah, dapat tercapai secara optimal.

. Dalam perspektif Figih Siyasah Tanfidziyah, seluruh aparat
pelaksana kebijakan kehutanan di Kabupaten Bengkulu
Tengah perlu memperkuat nilai-nilai amanah, keadilan,
koordinasi (ta’awun), dan kemaslahatan dalam setiap proses
pelaksanaan tugas. Pelatihan khusus mengenai etika
pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis prinsip-
prinsip Siyasah Tanfidziyah perlu digalakkan, agar para
aparat tidak hanya menjalankan tugas secara administratif

semata, tetapi juga memahami tanggung jawab moral dan
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syar’i mereka sebagai muwazzaf (pelaksana kebijakan)
yang mengemban amanah rakyat. Penerapan prinsip al-’adl
(keadilan) harus diutamakan dengan memastikan bahwa
seluruh lapisan masyarakat, baik yang aktif melapor
maupun yang sulit dijangkau, mendapatkan perhatian dan
pelayanan yang setara dalam urusan perlindungan kawasan
hutan. Pemerintah juga perlu membangun kesadaran
kolektif bahwa menjaga kelestarian hutan adalah bagian
dari amanah kekhalifahan di muka bumi sebagaimana yang
diingatkan dalam QS. Ar-Rum: 41, sehingga ketaatan
Tentang kebijakan kehutanan tidak hanya bersifat
situasional, tetapi tumbuh dari keyakinan moral yang
mendalam. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk
memperluas kajian ke wilayah-wilayah lain di Provinsi
Bengkulu dan menggunakan pendekatan komparatif untuk
melihat sejauh mana nilai-nilai Siyasah Tanfidziyah
berpengaruh Tentang keberhasilan implementasi kebijakan
pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan secara

lebih komprehensif.
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